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Kemajuan teknologi dan globalisasi mendorong perubahan di berbagai bidang, salah satunya di bidang
perekonomian. Namun, perubahan tidak selalu membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Salah
satu dampak negatif yang dari perubahan ini adalah timbul kejahatan lintas batas dan kejahatan terorganisir,
seperti kejahatan pencucian uang. Sehingga, negara perlu membentuk suatu perjanjian bantuan hukum
timbal balik antar negara untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan yang terjadi yang disebut
MLAT. MLAT mengatur berbagai bantuan hukum, salah satunya menyita, merampas, dan membekukan
aset hasil kgjahatan. Negara menggunakan asas retroaktif dalam MLAT yang menyebabkan bantuan hukum
berlaku secara surut sebagai upaya menanggulangi dan memberantas kejahatan, seperti MLAT Indonesia-
Swiss. Sedangkan, Pasal 28 VCLT menyatakan bahwa perjanjian berlaku secara non-retroaktif, kecuali
ditentukan lainnya dalam perjanjian. Perjanjian yang berlaku surut juga berpotensi melanggar hak seseorang
untuk tidak dihukum oleh hukuman yang berlaku surut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan
mengkaji mengenai kedudukan hukum asas retroaktif dalam MLAT serta melakukan perbandingan dengan
MLAT yang telah diratifikas Indonesia. Kesimpulannya, asas non-retroaktif dalam Pasal 28 VCLT tidak
mutlak. Asas retroaktif dalam MLAT Indonesia-Swiss tidak menyimpangi hukum perjanjian internasional.
Walupun begitu, akan lebih baik MLAT berlaku secara non-retroaktif. ApabilaMLAT bersifat retroaktif,
maka penerapan harus dilaksanakan dengan hati-hati.

...... Advances in technology and globalization have driven changes in various fields, one of whichisin the
economy. However, change does not always bring positive impacts, but also negative impacts. One of the
negative impacts of this change is the emergence of cross-border crime and organized crime, such as money
laundering. Thus, States needs to form a mutual legal assistance agreement among them to eradicate and
overcome crimes that occur. MLAT regulates various legal assistance, one of which is confiscation, seizure,
and freezing of assets resulting from crimes. States includes the retroactive principlein MLAT which causes
legal assistance to apply retroactively as an effort to tackle and eradicate crime, such as Indonesia-Swiss
MLAT. Meanwhile, Article 28 of the VCLT states that an international agreement applies non-retroactively,
unless established otherwise in the treaty. A retroactive treaty also has the potential to violate a person's
right not to be punished by aretroactive penalty. This research is normative, by examining the legal position
of the retroactive principlein MLAT and compare MLATs which has been ratified by Indonesia. In
conclusion, the principle of non-retroactivity in Article 28 of the VCLT is not absolute. The retroactive
principle in the Indonesia-Swiss MLAT does not deviate from law of treaties. Even so, it would be better for
MLAT to apply non-retroactively. If the MLAT isretroactive, it must be implemented with caution.
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